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BUPATI SIGI 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR  10  TAHUN   2015 
 

TENTANG 
 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIGI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

   b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan 
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang 
dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan 
plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara 
pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 3 Bulan Juli    
Tahun 2015; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016. 

    
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 903); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

 
dan 

 
BUPATI SIGI 

     
     MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 
 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 
 
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.142.407.409.439,64 
 
2. Belanja Daerah  Rp. 1.164.387.890.304,51 
  
             Defisit     Rp.   (21.980.480.864,87) 
 
3. Pembiayaan Daerah : 
 

a. Penerimaan   Rp.     21.980.480.864,87  
     

b. Pengeluaran  Rp.                          0,00 
 

Pembiayaan Netto             Rp.    21.980.480.864,87    
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :  Rp.      0,00    
   

 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari : 

 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 24.204.504.162,64   
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b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 990.202.820.320,00 

 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 128.000.084.957,00 

   
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pendapatan: 
 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.602.000.000,00   
 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.975.000.000,00   
 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 

Rp.329.178.271,52 
 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 14.298.325.891,12 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan: 
 
a. Dana Bagi Hasi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah  

Rp. 21.383.370.000,00   
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 641.173.386.000,00   
 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 327.646.064.320,00   

 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
 
a. Hibah sejumlah Rp. 2.068.053.510,00    
 
b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00 

 
c. Dana Bagi Hasil Pajak  sejumlah Rp. 19.221.283.187,00 
 
d. Dana penyesuaian dan Otonomi khsusus sejumlah Rp. 106.709.334.000,00 
 
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya sejumlah  

         Rp. 0,00  
 

f. Pendapatan Lainnya   Rp.  1.414.260,00 
 

 
Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 653.505.796.063,28   
 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 510.882.094.241,23   

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a teridiri 

dari jenis belanja : 
 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 469.791.338.037,48 
 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 
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c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00   
 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 7.343.428.000,00  
 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 400.000.000,00   
 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,00   
 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 174.471.030.025,80 
 
h. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp.1.500.000.000,00   

 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis 

belanja : 
 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 43.819.800.342,00  

 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 214.463.532.115,41   
 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 252.598.761.783,82 

   
 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalam pasal 1 terdiri dari : 
 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 21.980.480.864,87    

 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00            

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 

sejumlah Rp. 21.980.480.864,87 
 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 
   

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 
 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 
 

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 
 
(3) Pengeluaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis 

pembiayaan : 
 
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00 

 
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 

 
c. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 
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Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
 
1. Lampiran  I Ringkasan APBD; 

 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 
 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

 
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan; 

 
7. Lampiran   VII    Daftar Piutang Daerah; 

 
8. Lampiran  VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 

 
9. Lampiran  IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
 
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset lainnya; 
 
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun 
Anggaran ini;  

 
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.  

 
 

Pasal 6 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
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Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi. 
  
 

Ditetapkan di  Sigi. 
pada tanggal 31 Desember 2015    

 
Pj. BUPATI SIGI 

 
 

t t d 
 

 
ARIES SINGI 

 
 
Diundangkan di Sigi. 
pada tanggal 31 Desember 2015 
   
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI 
 
 
                          t t d 
 
 
                   R. NOLLY  MUA 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 10      
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya: 
KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 
 
 
 

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si 
Pembina 

Nip. 197005022000121004 
 
 
 
           


